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BAB III 

PENUTUP 

A. kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab- bab sebelumnya secara garis 

besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Bahwa Implementasi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan 

Setelah Adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian 

Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Diwilayah Hukum 

Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dijalankan ataupun diterapkan 

secara efektif. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang menjadi 

penyebab atau menjadi kendala untuk menerapkan pidana denda terhadap 

tindak pidana ringan.  Pertama, karena tidak semua tindak pidana ringan 

itu dapat dijatuhi pidana denda karena dalam suatu perbuatan itu pasti 

punya karakteristiknya masing masing, yaitu adanya alasan yang 

memberatkan dan juga yang meringankan atas perbuatan tersebut. Kedua, 

pidana denda tidak dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana ringan 

apbila pelakunya adalah seorang residivis. Ketiga, pidana denda tidak 

dapat dijatuhkan apabila  tidak ada perdamaian antara korban dan 

terdakwa atau pelaku.   
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B. saran  

 Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut; 

1. Berkaitan dengan Perma Nomor  2 tahun 2012  itu sendiri, perma 

tersebut kurang jelas dalam menyampaikan tindak pidana ringan yang 

seperti apakah yang dapat dijatuhi dengan pidana denda. Seharusnya 

perma tersebut mengatur mengenai jenis tindak pidana ringan yang sperti 

apa yang tidak dapat dijatui pidana denda dan tidak di periksa 

menggunakan acara pemeriksaan cepat, sehingga tidak menimbulkan multi 

tafsir.   

2. Seharusnya perma tersebut dapat disosialisasikan kepada aparat 

penegak hukum tidak hanya pada hakim saja, karena tindak pidana ringan 

diperiksa dengan acara cepat dan tidak dilakukan penahanan kepada pelau 

tindak pidana ringan tersebut.  Sedangkan dalam prakteknya pelaku tindak 

pidana ringan seringkali dilakukan penahanan, dengan alasan bahwa 

kepolisian ataupun kejaksaan tidak mengerti mengenai aturan yang 

terdapat dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.  

3. Bagi hakim seharusnya dengan diterbitkannya perma nomor 2 tahun 

2012 dapat memicu hakim untuk menjatuhkan pidana denda terhadap 

tindak pidana ringan, disamping itu untuk mengurangi banyak nya 
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terpidana yang dipenjara akibat perbuatannya. Sehingga tidak 

menimbulkan masalah baru di lingkungan lembaga pemasyarakatan sperti 

over capasitas.  
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